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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang sering disebut dengan 

PKPU adalah suatu istilah yang berkaitan erat dengan masalah “Kepailitan”. 

PKPU pada umumnya juga sering dihubungkan dengan “insolvensi” (keadaan 

tidak mampu membayar) atas utang-utang debitor yang telah jatuh tempo dan 

Hakim Pengadilan harus segera menetapkan permohonan PKPU dari debitor 

yang dalam keadaan “insolvensi” tersebut.1 Bukan hanya itu, PKPU bisa juga 

dimaksudkan sebagai pemberian kesempatan untuk debitor merestrukturisasi 

utang-utangnya kepada para kreditor.2 

Definisi resmi mengenai PKPU baik secara operasional di dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) atau secara yuridis 

normatif tidak ditemukan pengertiannya.3 Namun, apabila secara sistematis 

ditafsirkan maka, PKPU (Surcean van betaling/suspension of payment) 

merupakan suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang (dalam hal ini 

UUK-PKPU) kepada debitor serta kreditor yang berdasarkan putusan Hakim 

                                                             
1Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002, hlm.113. 
2Kartini Muljadi, Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 10. 
3Annalisa Y, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif 

Penyelesaian Utang Piutang), Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 153. 
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Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah demi mencapai perdamaian mengenai 

cara maupun waktu pembayaran utang debitor kepada para kreditor baik seluruh 

atau sebagian yang bertujuan agar debitor tidak dipailitkan.4 Disamping itu, 

Kartini Muljadi menjelaskan bahwa PKPU adalah suatu jangka waktu yang 

diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada para pihak yaitu debitor dan 

kreditor untuk menegoisasikan cara-cara pembayaran sebagian maupun seluruh 

utang debitor termasuk apabila perlu utuk merestrukturisasi utang tersebut. 

PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk menunda kewajiban 

membayar utang-utangnya agar memungkinkan debitor dapat melanjutkan usaha 

demi memperoleh laba sehingga memberikan suatu jaminan terhadap pelunasan 

utang-utangnya kepada kreditor, selain dari pada merestrukturisasi utang-

utangnya tersebut. Sedangkan kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihan 

serta piutang yang akan dilunasi oleh debitor dengan adanya PKPU.5 

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia hingga hari ini masih menjadi 

satu kesatuan dengan Undang-Undang Kepailitan baik pada masa Faillissement 

Verordening Stb. 1905 No.217 J.o Stb. 1906 No.348, yang terbagi menjadi dua 

bab yaitu, Bab I mulai Pasal 1 hingga Pasal 211 mengatur tentang Kepailitan 

(Fillissement atau bankruptcy) dan Bab II yang dimulai dari Pasal 221 sampai 

dengan Pasal 279 mengatur tentang Pengunduran Pembayaran (surseance van 

                                                             
4Serlika Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif 

teori), Makassar: CV. Pena Indis, 2016, hlm.160. 
5Kartini Muljadi, Op.Cit., hlm. 173. 
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betalinng atau suspension of payment).6 Pada tahun 1998 saat terjadinya krisis 

moneter di Indonesia, maka Presiden dalam hal kepentingan memaksa 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang 

mulai berlaku pada 22 April 1998 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang masih berlaku hingga hari ini.7 Di dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) ketentuan PKPU sendiri terdapat 

dalam BAB III yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian Pertama  pada Pasal 

222 hingga Pasal 264 mengenai PKPU dan Akibatnya, sedangkan bagian kedua 

dimulai dari Pasal 265 hingga Pasal 294 mengenai Perdamaian.8 

PKPU dapat diajukan secara sukarela debitor sendiri maupun diajukan oleh 

kreditor yang telah memperkirakan bahwa debitor tidak bisa melanjutkan 

pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 

pada Pasal 222 ayat (1), (2), dan (3).9 Permohonan PKPU bisa diajukan sebelum 

permohonan pailit diajukan kepada debitor maupun bisa diajukan saat 

                                                             
6Ivida Dewi Amrih Suci, Hukum Kepailitan Karakteristik Renvoi Prosedur dalam Perkara 

Kepailitan, Yogyakarta: LaksBang justitia, 2020, hlm.36. 
7Sriwijiastuti, “Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor 

Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahterah)” (Tesis) Fakultas 
Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2010, hlm.2. 

8Annalisa Y, Loc.Cit. 
9Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, “Permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004”, Pandecta, Vol. 13 Nomor 2, 2019, hlm.121. 
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permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, 

sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 222 Jo Pasal 229 ayat (4) 

UUK-PKPU. Jika permohonan PKPU diajukan sebelum adanya pengajuan 

permohonan pailit maka debitor tersebut tidak bisa diajukan permohonan pailit, 

sedangkan pemeriksaan kepailitan haruslah dihentikan jika PKPU diajukan pada 

saat berlangsungnya pemeriksaan kepailitan, kemudian pula jika PKPU dan 

kepailitan diperiksa pada waktu bersamaan, maka yang ditunjuk terlebih dahulu 

adalah permohonan PKPU.10 Ketentuan tersebut sebagai upaya dari perwujudan 

upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan 

serta perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor.11 

Krisis moneter yang melanda  Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah 

memorak-porandakan sendi perekonomian termasuk menyebabkan 

meningkatnya perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar dan kesulitan dalam 

menyelesaikan utang piutang atau membayar kewajiban utang-utang debitur 

kepada para krediturnya sehingga tidak sedikit perusahaan yang berakhir dalam 

kepailitan.12 Melihat kondisi saat ini dunia perekonomian dan binis juga tengah 

dibayang-bayangi oleh kebangkrutan akibat adanya Pandemi Covid-19 yang 

tidak dapat diperkirakan kapan berakhirnya. Tidak sedikit perusahaan yang telah 

                                                             
10Serlika Aprita, Op.Cit., hlm.179. 
11Kheriah, “Independensi Pengurusan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.3 Nomor 2, hlm.240. 
12Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Cetakan Ketiga, Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.1. 
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dimohonkan pailit bahkan telah pailit serta banyaknya permohonan PKPU yang 

dilayangkan oleh debitor maupun kreditor. 

Pada Desember 2019, untuk pertama kalinya dilaporkan adanya kasus 

pneumonia tidak dikenali yang menyerang paru-paru di Provinsi Hubei, Wuhan 

China, sejak munculnya kasus pneumonia tersebut hingga 3 Januari 2020 kasus 

tersebut terus mengalami peningkatkan yang sangat drastis hingga memuncak 

pada awal Februari 2020, dan pada tanggal 11 Febuari 2020 virus baru ini 

disebut dengan “Corona Virus Diseases (Covid-1)” oleh Organisasi kesehatan 

dunia atau World Health Organization (WHO). Corona Virus Diseases (Covid-

19) secara resmi diumumkan oleh WHO sebagai Pandemi global pada tanggal 11 

Maret 2020 setelah sebelumnya WHO mengumumkan darurat kesehatan 

masyarakat global pada 30 Januari 2020 karena terus meningkatkan jumlah kasus 

terjangkit hingga kematian dengan penyebaran virus yang menjangkau seluruh 

dunia.13 

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan tidak 

hanya di bidang kesehatan melainkan di bidang ekonomi dan bisnis khususnya 

yang bahkan dapat mengancam kesehatan perekonomian di berbagai negara tidak 

terkecuali Indonesia. Hal ini dikarenakan juga hingga saat ini banyak negara 

yang menerapkan kebijakan lockdown terhadap kota dan negaranya hingga 

                                                             
13Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report-10, World Health Organization (WHO), 

30 Januari 2020, diakses dari https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2, pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 
20.00 WIB. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2
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penutupan kegiatan operasional perusahaan sebagai upaya untuk menghentikan 

penyebaran Covid-19.14 Sebagaimana Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum., 

FCBArb yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

sekaligus narasumber dalam webinar nasional “Dampak Pademi Covid-19 Dalam 

Kepailitan dan Solusinya” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya pada 22 Juni 2020, menyampaikan bahwa:15 

“Tidak sedikit pengusaha dibayangi oleh kondisi pailit atau bangkrut, hampir 
semua aktivitas bisnis tidak berjalan, likuidasi perusahaan terganggu, pabrik 
tidak beroperasi, industri pariwisata dan transportasi bahkan berhenti, hingga 
puluhan buruh dikenakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hampir 
semua perusahaan mengalami kerugian yang besar, kemudian juga tidak 
sedikit kreditur dan debitur yang tidak mampu menjalankan kewajiban 
mereka dalam kontrak dan sebagainya, dikarenakan tidak adanya transaksi 
dan pendapatan yang telah diperhitungkan.” 

 
Mengutip dari Consumer News and Business Channel Indonesia (CNBC), 

tahun 2020 terjadi peningkatan kasus perkara Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang total keseluruhannya mencapai 

kurang lebih 233 kasus pada semester pertama, peningkatan ini dianggap sudah 

mencakupi 55% jika dibanding total perkara PKPU pada tahun 2019 lalu yang 

hanya sebanyak 425 kasus. Begitu pula dengan Kepailitan di tahun 2020 untuk 

semester pertama saja sudah terdapat 43 kasus, dengan paling banyak terjadi di 

                                                             
14Hamalatul Qur’ani, “Menanti Keseragaman Mekanisme Sidang PKPU dan Kepailitan di 

Masa Pandemi”, hukumonline.com, 19 April 2020, dilansir dari 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9a71132fc98/menanti-keseragaman-mekanisme-sidang-
pkpu-dan-kepailitan-di-masa-pandemi pada 30 September 2020 pukul 12.55 WIB. 
 15Joni Emirzon, “Dampak Kepailitan Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukumnya”, 
(Webinar Nasional: Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Kepailitan dan Solusinya), Fakultas Hukum 
UNSRI, Palembang, 22 Juni 2020. 

 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9a71132fc98/menanti-keseragaman-mekanisme-sidang-pkpu-dan-kepailitan-di-masa-pandemi
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9a71132fc98/menanti-keseragaman-mekanisme-sidang-pkpu-dan-kepailitan-di-masa-pandemi
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Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebanyak 20 kasus dan 16 kasus di Pengadilan 

Niaga Semarang.16 Disamping itu, berdasarkan data dari Sistem informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) beberapa Pengadilan Niaga di Indonesia seperti 

Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Makassar dan Surabaya, yang sejak bulan Juli 

hingga Agustus 2020 lonjakan yang cukup tinggi masih terjadi terhadap 

permohonan kepailitan dan PKPU.17 

Tabel Nomor 1 

Jumlah Perkara PKPU dan Pailit Semester I Tahun 2019/2020 

Pengadilan Niaga 2019 2020 
PKPU PAILIT PKPU PALIT 

Medan 14 3 14 3 

Jakarta Pusat 112 43 249 47 

Semarang 7 12 16 16 

Surabaya 24 16 36 4 

Makassar 6 2 1 2 

Jumlah 163 76 249 47 
Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Lima Pengadilan Niaga dan Riset kontan.co.id 

 
 

 

                                                             
16 Ferry Sandi, “Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?” CNBC Indonesia, 

10 Juli 2020, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-
kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa pada tanggal 13 September 2020, pukul 15.28 WIB. 

17 DD, “Peningkatan Tajam Perkara Kepailitan dan PKPU Selama Pandemi, Pratiksi: Didasari 
Banyak Faktor”, KlikLegal.com, 01 September 2020, diakses dari https://kliklegal.com/peningkatan-
tajam-perkara-kepailitan-dan-pkpu-selama-pandemi-praktisi-didasari-banyak-faktor/ pada tanggal 30 
September, pukul 09.01 WIB. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa
https://kliklegal.com/peningkatan-tajam-perkara-kepailitan-dan-pkpu-selama-pandemi-praktisi-didasari-banyak-faktor/
https://kliklegal.com/peningkatan-tajam-perkara-kepailitan-dan-pkpu-selama-pandemi-praktisi-didasari-banyak-faktor/
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 Menyikapi kondisi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 dan sebagai upaya 

pemerintah untuk menghentikan roda penyebaran Covid-19 sehingga Pemerintah 

mengeluarkan sejumlah kebijakan dan aturan yang dinilai dapat menjaga 

stabilitas perekonomian Indonesia. Salah satunya pada tanggal 13 April 

Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana 

Nasional. Tidak hanya berhenti disitu, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 

juga dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya, yang dikeluarkan pada 23 Maret 2020. Meskipun SEMA ini telah 

diubah beberapa kali sebagai perpanjangan dari masa pelaksanaan tugas 

kedinasan hakim dikarenakan jumlah kasus Covid-19 yang ters meningkat, 

ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 ini dinyatakan masih tetap berlaku. 

Adapun perubahannya: 

1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 
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Badan Peradilan Berada di Bawahnya. Yang diterbitkan pada tanggal 3 April 

2020. 

2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.  Yang diterbitkan pada 

tanggal 20 April 2020. 

3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.  Yang diterbitkan pada 

tanggal 12 Mei 2020. 

4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.  Yang diterbitkan pada 

tanggal 29 Mei 2020. 
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5) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kelima Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.  Yang diterbitkan pada 

tanggal 5 Juni 2020. 

Berkaitan dengan maraknya PKPU yang terjadi pada saat Pandemi Covid-19 

saat ini apabila melihat SEMA Nomor Tahun 2020 tersebut memang tidak 

dijumpai secara tertulis mengenai ketentuan PKPU itu sendiri, tetapi apabila 

ditelusuri lagi di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 secara tersirat mengenai 

PKPU dapat dicermati pada Poin1 huruf a, Poin1 huruf b dan Poin2 huruf c. Pada 

Poin1 huruf a dijelaskan bahwa Hakim dan Aparatur Peradilan dapat 

menjalankan tugas kedinasan degan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work 

from home “WFH”), adapun yang dimaksud dengan WFH dalam SEMA ini 

termasuk pelaksanaan administrasi persidangan dengan memanfaatkan aplikasi 

E-Court, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi E-Litigation, 

koordinasi pertemuan dan tugas kedinasan lainnya sebagaimana yang tercantum 

dalam Poin1 huruf b. Sedangkan pada Poin2 huruf c dijelaskan mengenai 

perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan 
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Perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun 

melampaui tenggang waktu pemeriksaan.18 

Berkenaan dengan itu, tentu hal ini menjadi persoalan mengenai proses 

PKPU yang tidak boleh melebih waktu yang telah ditentukan oleh UUK-

PKPU. Selain itu juga, sampai saat ini belum ada acuan hukum yang pasti 

untuk penanganan perkara PKPU dimasa Pandemi Covid-19. Mengutip 

informasi yang diperoleh hukumonline, bahwa sudah ada yang melakukan 

rapat-rapat PKPU secara virtual atas inisiatif tim kurator yang menangani 

kasus tersebut.19 Ditemui juga ada Hakim Pengawas yang mengambil insiatif 

untuk menunda segala bentuk rapat-rapat kreditor tanpa terikat jangka waktu 

dalam proses PKPU dengan mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2020 

sebagai dasar pertimbangannya.20 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi 

persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut. 

Sehingga, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

mekanisme PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19. Penulis mengangkat hal 

tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul: 

                                                             
18 Artikel Hukum, Fredkir J Pinakunary Law Office diakses dari https://fjp-law.com/id/e-

court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/ , pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 13.45 
WIB. 

19 Hamalatul Qur'ani, Loc.Cit. 
20 Bernadetha Aurelie Oktavira, “Perpanjangan PKPU Sementara Imbas Wabah COVID-19”, 

hukumonline.com, 15 Mei 2020, dilansir dari 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eb434d290044/perpanjangan-pkpu-sementara-
imbas-wabah-covid-19/ pada tanggal 16 September 2020 pukul 20.35 WIB. 

https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/
https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eb434d290044/perpanjangan-pkpu-sementara-imbas-wabah-covid-19/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eb434d290044/perpanjangan-pkpu-sementara-imbas-wabah-covid-19/
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“MEKANISME SIDANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN 

UTANG (PKPU) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DITINJAU 

DARI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2020” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam 

situasi Pandemi Covid-19 dapat dilakukan berdasarkan ketentuan SEMA 

Nomor 1 Tahun 2020? 

2. Bagaimana mekanisme sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) dalam situasi pandemi Covid-19 ditinjau dari SEMA Nomor 1 Tahun 

2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan 

seperti di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses PKPU dalam situasi pandemi 

Covid-19 jika dilakukan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1Tahun 2020. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme sidang Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam situasi pandemi Covid-19 

ditinjau dari SEMA Nomor 1 Tahun 2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta informasi 

berupa sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan yang bisa digunkan oleh 

mahasiswa hukum sebagai materi pembelajaran terutama mengenai 

mekanisme PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19. 

b. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai dasar dalam 

penelitian hukum selanjutnya yang berkaitan dengan PKPU.  

2. Manfaat Praktis 

a. Para pihak yang terkait: dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi 

informasi bagi para pihak (debitor dan kreditor) bagaimana proses dan 

mekanisme PKPU dapat dijalankan dalam situasi pademi Covid-19. 

b. Pemerintah dan Mahkamah Agung: sebagai masukan untuk mengeluarkan 

aturan yang memuat suatu kepastian dan keseragaman hukum mengenai 

mekanisme sidang PKPU dalam siatuasi mendesak terutama saat Pandemi 

Covid-19 seperti sekarang. 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian yang ditulis dengan judul “Mekanisme Sidang Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Ditinjau 
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dari SEMA Nomor 1 Tahun 2020” memiliki ruang lingkup yang akan diperkecil 

dengan terbatas pada proses PKPU dalam situasi Pandemi Covid-19 jika 

dilakukan sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan pembahasan 

mekanisme sidang PKPU dalam situasi pandemi Covid-19 ditinjau dari SEMA 

Nomor 1 tahun 2020.  

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori pada dasarnya merupakan sebuah hipotesis dasar dari 

kumpulan pemikiran yang memberikan informasi dengan berupa keterangan 

situasi suatu masalah.21 Kerangka Teori dalam menyusun sebuah penelitian yang 

bisa membantu Penulis dalam menentukan tujuan maupun arah penelitian dan 

menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa 

teori yang akan digunakan, sebagai berikut: 

1. Teori kepailitan (Bankruptcy Theory) 

Pailit merupakan suatu kondisi yang terjadi dikarenakan ketidakmampuan 

ataupun ketidakmauan debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada satu atau 

lebih kreditor. Sedangkan kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta pailit 

debitor sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 

Pasal 1 angka 1. Di dalam kepailitan biasanya dibutuhkan adanya bukti bahwa 

                                                             
21Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan: Metode penulisan Skripsi, Tesis dan 

Disertasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 13. 
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debitor memiliki lebih dari satu kreditor yang salah satu atau semua utangnya 

telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika. Selain dari pada itu, kepailitan tidak 

membebaskan seseorang yang telah ditanyakan pailit dari kewajiban untuk 

membayar semua utangnya, karena putusan pernyataan pailit bertujuan agar harta 

debitor pailit bisa digunakan untuk membayar kembali utang-utang debitor 

secara adil, merata dan seimbang.22 

Dalam penjelasan umum UUK-PKPU menyebutkan bahwa Undang-Undang 

ini didasari oleh beberapa asas. Seperti berikut: 

a. Asas keseimbangan. Beberapa ketentuan sebagai dari perwujudan asas 

keseimbangan di dalam UUK-KPU terdapat adanya ketentuan untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh 

debitor dan di lain pihak juga adanya ketentuan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak 

beritikad baik; 

b. Asas Kelangsungan Usaha. Asas ini terlihat dari ketentuan yang terdapat 

dalam UUK-PKPU yang dapat memungkinkan perusahaan debitor tetap dapat 

dilangsungkan; 

c. Asas Keadilan. Ketentuan mengenai asas keadilan di dalam kepailitan 

ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang 

berkepentingan. Asas keadilan ini juga sebagai pencegahan dari tindakan 

                                                             
22 Diwa Ardhaza, Op.Cit., hlm.20 
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sewenang-wenang dari pihak penangih yang mengusahakan pembayaran atas 

tagihan terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya; 

d. Asas Integrasi. Di dalam UUK-PKPU asas ini mengandung pengertian bahwa 

sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang 

utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.  

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian ialah keadaan yang pasti, ketetapan dan ketentuan. Sedangkan 

Hukum menurut Han Kelsen, merupakan sebuah sistem norma. Dan norma 

merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek seharusnya (das sollen), 

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya 

dilakukan.23 Dengan demikian, secara hakiki hukum harus pasti dan adil yang 

harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar sehingga hukum bisa 

melaksanakan fungsinya.24 Selain itu juga, aturan hukum baik berupa Undang-

Undang maupun tidak tertulis yang berisikan aturan-aturan bersifat umum yang 

menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam hidup 

bermasyarakat, yangmana aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat 

dalam melakukan tindakan.25 Sifat umum dari aturan-aturan hukum tersebut 

                                                             
23Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kenca Prenada Media Group, 

2008, hlm.158. 
24Dominikus Rato, Filsafat Hukum; Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami 

Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59. 
25Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan (Kepailitan Hukum 

Penjualan Benda Tidak Bergerak secara di Bawah Tangan oleh Kurator), Yogyakarta: LaksBang 
Justitia, 2020, hlm.13. 
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membuktikan kalau hukum tidak bertujuan hanya untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.26 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Indonesia sebagai negara hukum wajib untuk membuat hukum yang mampu 

mengatur mengenai perlindungan bagi warga negaranya, seperti ketentuan pada 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Yang dimaksud dengan 

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang mampu menjamin 

terciptanya keadilan bagi warga negaranya.27 

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang dinilai mampu 

memberikan perlindungan kepada subjek hukum, melalui Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku serta dapat dipaksa pelaksanaannya dengan suatu 

sanksi.28 Menurut Satijpto Rahajo, perlindungan hukum memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi yang dimiliki manusia sejak lahir manusia yang 

dirugikan atau diganggu oleh pihak lain, perlindungan itu juga ditujukan kepada 

masyarakat agar bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.29 

Sedangkan Lili Rasjidi dan I.B Wysa Pura mengemukakan, Perlindungan hukum 

                                                             
26Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: 

Gunung Agung, 2002, hlm. 82. 
27Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke-8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, 

hlm.53. 
28Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret, 20203, hlm.14. 
29 Satjipto Raharji, Op.Cit., hlm.54. 
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bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat predektif dan 

antipatif, bukan hanya sekedar adaptif ataupun fleksibel.30 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode yang secara ilmiah dilakukan untuk 

mencari maupun mendapatkan data yang valid, yang bertujuan untuk dapat 

menemukan, mengembangkan serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu, 

dengan begitu metode tersebut bisa digunakan untuk memahami, memecahkan 

dan juga mengantisipasi masalah.31 Dalam penulisan skripsi ini metode 

penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk 

menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum dari isu 

hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.32 Penelitian hukum normatif 

juga sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang merupakan 

sebuah mekanisme yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menelaah 

                                                             
30 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai suatu Sistem, Bandung: Remaja 

Rusdakarya, 2001, hlm. 118. 

31Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Depok: Prenadadneia Group, 2016, hlm.3. 

32Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, 
hlm.35. 
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bahan pustaka yang ada.33 Nantinya, di dalam penulisan skripsi ini akan 

menelaah berbagai macam aspek, yaitu: 

1) Teori-teori hukum 

2) Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia 

Selain itu, metode penelitian normatif juga adalah penelitian doctrinal 

(Doctrinal Research), yang merupakan suatu penelitian untuk menganalisis baik 

apakah hukum sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu 

perkara hukum atau hukum sebagai sebuah aturan yang tertulis.34 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan 

yang berkaitan dengan penelitian secara normatif, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan Undang-Undang (approach statue) 

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah 

mengidentifikasi dan membahas Peraturan Perundang-undangan yang 

berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan 

menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum 

kepailitan, seperti: Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan peraturan 

berkaitan dengan PKPU dimasa pandemi Covid-19 yaitu Surat Edaran 

                                                             
33SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13 
34Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 

Publishing, 2206, hlm.46. 
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Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung. 

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan Konseptual bergerak dari pandangan-pandangan serta doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Maka, dengan memahami 

pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti 

dapat menemukan ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep 

hukum maupun asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.35 

Penulis menggunakan pendekatan konsep yang berkaitan pada konsep hukum 

kepailitan dan PKPU dalam penulisan skripsi ini. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam penulisan skripsi ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan 

sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Kitab Undang-Undangan Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). 

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit. 

4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

                                                             
35Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm.135. 
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5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekunder nantinya akan memberikan penjelasan lebih 

mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

Bahan hukum sekunder terutama buku-buku, selanjutnya karya ilmiah, 

maupun artikel dan lainnya.36 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan yang akan memberikan informasi tambahan 

mengenai bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berupa 

kamus dan bahan dari media masa maupun internet yang tentunya relevan 

dengan penelitian ini.37 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam peneliti ini adalah 

studi kepustakaan, yangmana penelitian dilakukan dengan mencari landasan 

teoritis dari permasalahan.38 Kemudian, dilakukan dengan melacak, menelaah 

serta memahami asas-asas dan juga norma dari Peraturan Perundang-undangan 

                                                             
36Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 

hlm.13. 
37Ibid 
38 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, cetekan ke-16, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2016, hlm.112. 
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maupun doktrin dari para ahli hukum yang melalui pengumpulan data bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier.39 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Hasil yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif secara 

deskriptif atau diuraikan dan dihubungkan dengan sistematis untuk ditarik 

kesimpulan yang memberikan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.40 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yang merupakan 

suatu pola pikir dengan didasari oleh suatu fakta bersifat umum, lalu ditarik 

kesimpulan menjadi bersifat khusus, guna menjawab permasalahan dalam 

peneliti ini.41 

                                                             
39 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Majul, 2008, 

hlm.35. 
40 SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm. 52. 
41Soetandyo Wignjosobroto, Hukum Konsep dan Metode, Malang: Setara Press, 2013, 

hlm.91. 
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